
TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NSPK DAN

SASARAN RPJMD

YANG RELEVAN

TUJUAN SASARAN INDIKATOR
2026 2027

(01) (02) (03) (04) (07) (08)

2028

(09)

TARGET TAHUN

2029 2030

(10) (11)

KETERANGAN

(12)

BASELINE

2024

(05)

2025

(06)

2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- Meningkatkan daya saing

sektor manufaktur

berteknologi maju

- Meningkatkan daya saing

sektor perdagangan berbasis

potensi lokal

- Meningkatkan penyerapan

tenaga kerja lokal

- Meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang adaptif

dan transparan melalui

transformasi digital,

penguatan kolaborasi lintas

sektor, serta pengelolaan

SDM aparatur berbasis

sistem merit

- Mewujudkan  pemerataan 

kesejahteraan dan 

menghapus  ketimpangan

sosial  ekonomi

Mendorong pertumbuhan

ekonomi inklusif dan

berkelanjutan dengan

mengoptimalkan peran

koperasi, usaha mikro,

industri, dan perdagangan

sebagai instrumen utama

dalam pengurangan

kemiskinan multidimensi

Indeks Pemerintah Digital 

(Angka)

1.79-2.10 1.89-2.25 1.99-2.39 2.09-2.54 2.19-2.684,32 4.37-

Nilai Akuntabilitas Instansi

Pemerintahan (Angka)

81,2 81,5 81,8 82,1 82,480,62 80,9

Indeks Sistem Merit  (Angka) 330 345 360 375 390310,5 315

Indeks Pelayanan Publik 

(Angka)

2,51 2,75 3,01 3,25 3,511,66 2,25

Rasio Net Ekspor  (%) 10.80-12.00 10.84-12.20 10.87-12.40 10.91-12.60 10.94-12.8010,51 10.77-11.80

Rasio Penyerapan Tenaga

Kerja Lokal  (%)

30-40 35-45 40-50 45-55 50-6013,52 25-35

Rasio gini (Angka) 0.303-0.343 0.295-0.335 0.287-0.327 0.279-0.319 0.271-0.3110,33 0.311-0.351

Rasio Kontribusi Sektor

Manufaktur (%)

50.42-51.60 50.54-52.00 50.65-52.40 50.77-52.80 50.88-53.2050,39 50.32-51.20

Meningkatkan Aktivitas dan

Daya Saing Koperasi

Pertumbuhan Koperasi aktif

(%)

2,05 2,24 2,31 2,48 2,758,96 1,84

Mendorong Pertumbuhan

Usaha Mikro Produktif

Pertumbuhan Usaha Mikro

(%)

0,72 0,77 0,89 0,97 1,0533,81 0,63

Memperkuat Perdagangan

dan Neraca Ekspor

Pertumbuhan Nilai Neraca

Perdagangan (%)

3,46 3,47 3,47 3,47 3,524,09 3,25

Meningkatkan Kinerja Industri

Kecil dan Menengah (IKM)

Pertumbuhan IKM (%) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,31,14 1,3



TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NSPK DAN SASARAN

RPJMD YANG RELEVAN
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

PROGRAM / KEGIATAN /

SUBKEGIATAN

(07)

KETERANGAN

(08)

2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

 - Meningkatkan penyerapan

tenaga kerja lokal

 - Meningkatkan daya saing

sektor perdagangan berbasis

potensi lokal

 - Mewujudkan  pemerataan 

kesejahteraan dan 

menghapus  ketimpangan

sosial  ekonomi

 - Meningkatkan daya saing

sektor manufaktur berteknologi

maju

 - Meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang adaptif dan

transparan melalui

transformasi digital, penguatan

kolaborasi lintas sektor, serta

pengelolaan SDM aparatur

berbasis sistem merit

Mendorong pertumbuhan

ekonomi inklusif dan

berkelanjutan dengan

mengoptimalkan peran

koperasi, usaha mikro, industri,

dan perdagangan sebagai

instrumen utama dalam

pengurangan kemiskinan

multidimensi

Indeks Pemerintah Digital 

(Angka)

Nilai Akuntabilitas Instansi

Pemerintahan (Angka)

Indeks Sistem Merit  (Angka)

Indeks Pelayanan Publik 

(Angka)

Rasio Net Ekspor  (%)

Rasio Penyerapan Tenaga

Kerja Lokal  (%)

Rasio gini (Angka)

Rasio Kontribusi Sektor

Manufaktur (%)

Meningkatkan Aktivitas dan

Daya Saing Koperasi

Pertumbuhan Koperasi aktif

(%)

Meningkatnya pembinaan dan

pengawasan koperasi

Persentase Koperasi Aktif

(Persentase)

2.17.03 - PROGRAM

PENGAWASAN DAN

PEMERIKSAAN KOPERASI

Persentase Pengawasan dan

Pemeriksaan Koperasi

(Persentase)

2.17.03 - PROGRAM

PENGAWASAN DAN

PEMERIKSAAN KOPERASI



NSPK DAN SASARAN

RPJMD YANG RELEVAN
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

PROGRAM / KEGIATAN /

SUBKEGIATAN

(07)

KETERANGAN

(08)

Terlaksananya Peningkatan

Kualitas Tata Kelola Koperasi

Jumlah Koperasi yang telah

dilakukan Pemeriksaan dan

Pengawasan (Unit Usaha)

2.17.03.2.01 - Pemeriksaan

dan Pengawasan Koperasi,

Koperasi Simpan Pinjam/Unit

Simpan Pinjam Koperasi yang

Wilayah Keanggotaannya

dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah Koperasi yang telah

dilakukan Pemeriksaan dan

Pengawasan (Unit Usaha)

2.17.03.2.01.0004 -

Pelaksanaan Proses

Pemeriksaan dan Pengawasan

Koperasi yang Wilayah

Keanggotaannya Daerah

Kabupaten/Kota

Meningkatnya kinerja

pengelolaan koperasi

Persentase jumlah KSPU/U SP

Koperasi Sehat (%)

2.17.04 - PROGRAM

PENILAIAN KESEHATAN

KSP/USP KOPERASI

Meningkatnya jumlah koperasi

simpan pinjam yang

dinyatakan sehat di tingkat

kabupaten/kota

Jumlah Koperasi yang

Diberikan Penilaian Kesehatan

(Unit Usaha)

2.17.04.2.01 - Penilaian

Kesehatan Koperasi Simpan

Pinjam/Unit Simpan Pinjam

Koperasi yang Wilayah

Keanggotaanya dalam 1 (Satu)

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Unit Usaha Koperasi

yang Telah Dilakukan

Penilaian Kesehatan (Unit

Usaha)

2.17.04.2.01 - Penilaian

Kesehatan Koperasi Simpan

Pinjam/Unit Simpan Pinjam

Koperasi yang Wilayah

Keanggotaanya dalam 1 (Satu)

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Unit Usaha Koperasi

yang Telah Dilakukan

Penilaian Kesehatan (Unit

Usaha)

2.17.04.2.01.0001 -

Pelaksanaan Penilaian

Kesehatan KSP/USP Koperasi

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Koperasi yang

Diberikan Penilaian Kesehatan

(Unit Usaha)

2.17.04.2.01.0003 - Penilaian

Kesehatan Koperasi Meliputi

Tata Kelola, Profil Risiko,

Kinerja Keuangan, dan

Permodalan

Meningkatnya produktivitas

koperasi

Persentase Koperasi yang

Diberikan Dukungan Fasilitasi

Pelatihan (Persentase)

2.17.06 - PROGRAM

PEMBERDAYAAN DAN

PERLINDUNGAN KOPERASI

Persentase Meningkatnya

Koperasi yang Berkualitas

(Persentase)

2.17.06 - PROGRAM

PEMBERDAYAAN DAN

PERLINDUNGAN KOPERASI

Meningkatnya koperasi yang

mampu menjalankan usaha

secara berkelanjutan di

kabupaten/kota berkat program

pemberdayaan dan

perlindungan

Jumlah Unit Usaha yang

Produktif, Bernilai Tambah,

Memiliki Akses Pasar, Akses

Pembiayaan, Penguatan

Kelembagaan, Penataan

Manajemen, Standarisasi, dan

Restrukturisasi Usaha (Unit

Usaha)

2.17.06.2.01 - Pemberdayaan

dan Perlindungan Koperasi

yang Keanggotaannya dalam

Daerah Kabupaten/Kota

Koperasi dengan Keanggotaan

Daerah Kabupaten/Kota (Unit

Usaha)

2.17.06.2.01 - Pemberdayaan

dan Perlindungan Koperasi

yang Keanggotaannya dalam

Daerah Kabupaten/Kota



NSPK DAN SASARAN

RPJMD YANG RELEVAN
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

PROGRAM / KEGIATAN /

SUBKEGIATAN

(07)

KETERANGAN

(08)

Pembinaan dan/atau

Pendampingan yang

dilaksanakan (Kelompok

Masyarakat)

2.17.06.2.01 - Pemberdayaan

dan Perlindungan Koperasi

yang Keanggotaannya dalam

Daerah Kabupaten/Kota

Pembinaan dan/atau

Pendampingan yang

dilaksanakan (Kelompok

Masyarakat)

2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan

dan Pendampingan Bagi

Keluarga dan Kelompok

Masyarakat yang Akan

Membentuk Koperasi Dalam

Pengembangan Ekonomi

Jumlah Unit Usaha yang

Produktif, Bernilai Tambah,

Memiliki Akses Pasar, Akses

Pembiayaan, Penguatan

Kelembagaan, Penataan

Manajemen, Standarisasi, dan

Restrukturisasi Usaha (Unit

Usaha)

2.17.06.2.01.0005 -

Peningkatan Produktivitas,

Nilai Tambah, Akses Pasar,

Akses Pembiayaan, Penguatan

Kelembagaan, Penataan

Manajemen, Standarisasi, dan

Restrukturisasi Usaha

Koperasi dengan Keanggotaan

Daerah Kabupaten/Kota (Unit

Usaha)

2.17.06.2.01.0009 -

Pemberdayaan  Koperasi

dengan Keanggotaan Daerah

Kabupaten/Kota

Mendorong Pertumbuhan

Usaha Mikro Produktif

Pertumbuhan Usaha Mikro (%)

Meningkatnya kapasitas

UMKM yang tangguh dan

mandiri

Persentase penyerapan

Tenaga Kerja oleh Usaha

Mikro (%)

2.17.07 - PROGRAM

PEMBERDAYAAN USAHA

MENENGAH, USAHA KECIL,

DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Peningkatan kapasitas

produksi, diversifikasi produk,

dan ekspansi pasar yang

mendorong pertumbuhan

pendapatan dan keberlanjutan

usaha

Jumlah SDM yang Memahami

Pengetahuan Usaha Mikro dan

Kewirausahaan (Orang)

2.17.07.2.01 - Pemberdayaan

Usaha Mikro yang Dilakukan

Melalui Pendataan, Kemitraan,

Kemudahan Perizinan,

Penguatan Kelembagaan dan

Koordinasi dengan Para

Pemangku Kepentingan

Jumlah Unit Usaha Mikro

Terdata (Unit Usaha)

2.17.07.2.01 - Pemberdayaan

Usaha Mikro yang Dilakukan

Melalui Pendataan, Kemitraan,

Kemudahan Perizinan,

Penguatan Kelembagaan dan

Koordinasi dengan Para

Pemangku Kepentingan

Jumlah Unit Usaha yang Telah

Menerima Pembinaan dan

Pendampingan Terhadap

Usaha Mikro (Unit Usaha)

2.17.07.2.01 - Pemberdayaan

Usaha Mikro yang Dilakukan

Melalui Pendataan, Kemitraan,

Kemudahan Perizinan,

Penguatan Kelembagaan dan

Koordinasi dengan Para

Pemangku Kepentingan



NSPK DAN SASARAN

RPJMD YANG RELEVAN
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

PROGRAM / KEGIATAN /

SUBKEGIATAN

(07)

KETERANGAN

(08)

Jumlah Usaha Mikro yang

Telah Mendapatkan Perizinan

(Unit Usaha)

2.17.07.2.01 - Pemberdayaan

Usaha Mikro yang Dilakukan

Melalui Pendataan, Kemitraan,

Kemudahan Perizinan,

Penguatan Kelembagaan dan

Koordinasi dengan Para

Pemangku Kepentingan

Jumlah Usaha Mikro yang

Telah Mendapatkan Perizinan

(Unit Usaha)

2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi

Kemudahan Perizinan Usaha

Mikro

Jumlah Unit Usaha yang Telah

Menerima Pembinaan dan

Pendampingan Terhadap

Usaha Mikro (Unit Usaha)

2.17.07.2.01.0004 -

Pemberdayaan Kelembagaan

Potensi dan Pengembangan

Usaha Mikro

Jumlah Unit Usaha Mikro

Terdata (Unit Usaha)

2.17.07.2.01.0014 -

Penyusunan Basis Data Usaha

Mikro

Jumlah SDM yang Memahami

Pengetahuan Usaha Mikro dan

Kewirausahaan (Orang)

2.17.07.2.01.0015 -

Peningkatan Pemahaman dan

Pengetahuan UMKM serta

Kapasitas dan Kompetensi

SDM UMKM dan

Kewirausahaan melalui

Pendidikan dan Pelatihan

Meningkatnya daya saing

UMKM

Rasio jumlah usaha mikro

terhadap total usaha yang

terdaftar OSS (Rasio)

2.17.08 - PROGRAM

PENGEMBANGAN UMKM

Peningkatan penetrasi pasar

melalui kanal distribusi baru

dan pemanfaatan platform

digital untuk promosi dan

penjualan

Jumlah Usaha Mikro yang

Terfasilitasi (Unit Usaha)

2.17.08.2.01 - Pengembangan

Usaha Mikro dengan Orientasi

Peningkatan Skala Usaha

Menjadi Usaha Kecil

Jumlah Usaha Mikro yang

Terfasilitasi (Unit Usaha)

2.17.08.2.01 - Pengembangan

Usaha Mikro dengan Orientasi

Peningkatan Skala Usaha

Menjadi Usaha Kecil

Jumlah Usaha Mikro yang

Terfasilitasi (Unit Usaha)

2.17.08.2.01.0002 -

Pengembangan Usaha Mikro

Jumlah Usaha Mikro yang

Terfasilitasi (Unit Usaha)

2.17.08.2.01.0005 - Fasilitasi

Inkubator Usaha Mikro

Memperkuat Perdagangan dan

Neraca Ekspor

Pertumbuhan Nilai Neraca

Perdagangan (%)

Meningkatnya kualitas sarana

perdagangan dan distribusi

barang yang efisien, merata

dan terintegrasi

Persentase Izin Usaha

Perdagangan yang Difasilitasi

(Persentase)

3.30.03 - PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Presentase sarana

perdagangan yang dipelihara

(%)

3.30.03 - PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DISTRIBUSI PERDAGANGAN



NSPK DAN SASARAN

RPJMD YANG RELEVAN
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

PROGRAM / KEGIATAN /

SUBKEGIATAN

(07)

KETERANGAN

(08)

Tersedianya sarana distribusi

perdagangan yang berfungsi

optimal dan dikelola secara

profesional untuk

memperlancar arus barang,

meningkatkan akses pasar,

serta memperkuat ekosistem

perdagangan daerah

Jumlah Fasilitasi Pengelolaan

Sarana Distribusi Perdagangan

(Unit)

3.30.03.2.01 - Pembangunan

dan Pengelolaan Sarana

Distribusi Perdagangan

Jumlah Fasilitasi Pengelolaan

Sarana Distribusi Perdagangan

(Unit)

3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi

Pengelolaan Sarana Distribusi

Perdagangan

Meningkatnya efektivitas dan

produktivitas distribusi barang

melalui sarana perdagangan

yang terintegrasi dengan

sistem logistik nasional

Jumlah Dokumen Hasil

Pembinaan dan Pengendalian

kepada Pengelola Sarana

Distribusi Perdagangan

(Dokumen)

3.30.03.2.02 - Pembinaan

Terhadap Pengelola Sarana

Distribusi Perdagangan

Masyarakat di Wilayah

Kerjanya

Jumlah Dokumen Hasil

Pembinaan dan Pengendalian

kepada Pengelola Sarana

Distribusi Perdagangan

(Dokumen)

3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan

dan Pengendalian Pengelola

Sarana Distribusi Perdagangan

Meningkatnya kelancaran

distribusi dan stabilitas harga

barang kebutuhan pokok dan

barang penting

Indeks harga konsumen

(Indeks)

3.30.04 - PROGRAM

STABILISASI HARGA

BARANG KEBUTUHAN

POKOK DAN BARANG

PENTING

Terkelolanya harga dan stok

barang kebutuhan pokok serta

barang penting di pasar

kabupaten/kota secara efektif

dan responsif, guna mencegah

lonjakan harga dan kelangkaan

barang

Jumlah Laporan Pemantauan

Harga dan Stok Barang

Kebutuhan Pokok dan Barang

Penting pada Pasar Rakyat

yang Terintegrasi dalam

Sistem Informasi Perdagangan

(Laporan)

3.30.04.2.02 - Pengendalian

Harga, dan Stok Barang

Kebutuhan Pokok dan Barang

Penting di Tingkat Pasar

Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Pemantauan

Harga dan Stok Barang

Kebutuhan Pokok dan Barang

Penting pada Pasar Rakyat

yang Terintegrasi dalam

Sistem Informasi Perdagangan

(Laporan)

3.30.04.2.02.0002 -

Pemantauan Harga dan Stok

Barang Kebutuhan Pokok dan

Barang Penting pada Pasar

Rakyat yang Terintegrasi

dalam Sistem Informasi

Perdagangan

Meningkatnya pelaku usaha

yang berorientasi ekspor

Pertumbuhan nilai ekspor (%) 3.30.05 - PROGRAM

PENGEMBANGAN EKSPOR

Terpromosikannya produk

ekspor unggulan daerah

secara luas kepada pasar

nasional dan internasional

melalui penyelenggaraan

pameran dagang dan misi

dagang, sehingga mendorong

peningkatan peluang transaksi

ekspor serta perluasan akses

pasar

Jumlah Pelaku Usaha yang

Difasilitasi dalam Misi Dagang

Produk Ekspor Unggulan

(Pelaku Usaha)

3.30.05.2.01 -

Penyelenggaraan Promosi

Dagang Melalui Pameran

Dagang dan Misi Dagang bagi

Produk Ekspor Unggulan yang

Terdapat pada 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota



NSPK DAN SASARAN

RPJMD YANG RELEVAN
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

PROGRAM / KEGIATAN /

SUBKEGIATAN

(07)

KETERANGAN

(08)

Jumlah Pelaku Usaha yang

Difasilitasi dalam Pameran

Dagang (Pelaku Usaha)

3.30.05.2.01 -

Penyelenggaraan Promosi

Dagang Melalui Pameran

Dagang dan Misi Dagang bagi

Produk Ekspor Unggulan yang

Terdapat pada 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Pelaku Usaha yang

Difasilitasi dalam Pameran

Dagang (Pelaku Usaha)

3.30.05.2.01.0002 - Pameran

Dagang Nasional

Jumlah Pelaku Usaha yang

Difasilitasi dalam Misi Dagang

Produk Ekspor Unggulan

(Pelaku Usaha)

3.30.05.2.01.0004 - Misi

Dagang bagi Produk Ekspor

Unggulan

Meningkatnya tertib niaga dan

mutu produk

Persentase Alat UTTP berterra

sah (%)

3.30.06 - PROGRAM

STANDARDISASI DAN

PERLINDUNGAN

KONSUMEN

Terjaganya keakuratan alat

ukur, takar, timbang, dan

perlengkapan terkait (UTTP)

dalam kegiatan perdagangan

melalui pelaksanaan tera, tera

ulang, dan pengawasan

metrologi legal secara berkala,

guna meningkatkan kepatuhan

pelaku usaha dan perlindungan

konsumen

Jumlah Alat Ukur, Alat Takar,

Alat Timbang, dan Alat

Perlengkapan Ditera Ulang

(Unit)

3.30.06.2.01 - Pelaksanaan

Metrologi Legal, Berupa Tera,

Tera Ulang, dan Pengawasan

Jumlah Pelaku Usaha di

Bidang Metrologi Legal yang

Dibina (Orang)

3.30.06.2.01 - Pelaksanaan

Metrologi Legal, Berupa Tera,

Tera Ulang, dan Pengawasan

Jumlah Alat Ukur, Alat Takar,

Alat Timbang, dan Alat

Perlengkapan Ditera Ulang

(Unit)

3.30.06.2.01.0001 -

Pelaksanaan Metrologi Legal,

Berupa Tera, Tera Ulang

Jumlah Pelaku Usaha di

Bidang Metrologi Legal yang

Dibina (Orang)

3.30.06.2.01.0002 -

Pengawasan/Penyuluhan

Metrologi Legal 

Meningkatkan Kinerja Industri

Kecil dan Menengah (IKM)

Pertumbuhan IKM (%)

Meningkatnya realisasi

pembangunan industri

Persentase Realisasi Investasi

Sektor Industri dan Kawasan

Industri (Persentase)

3.31.02 - PROGRAM

PERENCANAAN DAN

PEMBANGUNAN INDUSTRI

Tersusunnya dokumen

Rencana Pembangunan

Industri Kabupaten/Kota

(RPIK) yang berbasis data

sektoral dan potensi wilayah,

serta digunakan secara aktif

sebagai acuan pembangunan

industri daerah.

Jumlah Dokumen Evaluasi

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Industri

(Dokumen)

3.31.02.2.01 - Penyusunan dan

Evaluasi Rencana

Pembangunan Industri

Kabupaten/Kota



NSPK DAN SASARAN

RPJMD YANG RELEVAN
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

PROGRAM / KEGIATAN /

SUBKEGIATAN

(07)

KETERANGAN

(08)

Jumlah Dokumen Hasil

Koordinasi, Sinkronisasi, dan

pelaksanaan Pembangunan

Sumber Daya Industri

(Dokumen)

3.31.02.2.01 - Penyusunan dan

Evaluasi Rencana

Pembangunan Industri

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil

Koordinasi, Sinkronisasi, dan

Pelaksanaan Pemberdayaan

Industri dan Peran Serta

Masyarakat (Dokumen)

3.31.02.2.01 - Penyusunan dan

Evaluasi Rencana

Pembangunan Industri

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Rencana

Pembangunan Industri

(Dokumen)

3.31.02.2.01 - Penyusunan dan

Evaluasi Rencana

Pembangunan Industri

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Rencana

Pembangunan Industri

(Dokumen)

3.31.02.2.01.0001 -

Penyusunan Rencana

Pembangunan Industri

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil

Koordinasi, Sinkronisasi, dan

pelaksanaan Pembangunan

Sumber Daya Industri

(Dokumen)

3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi,

Sinkronisasi, dan Pelaksanaan

Pembangunan Sumber Daya

Industri

Jumlah Dokumen Hasil

Koordinasi, Sinkronisasi, dan

Pelaksanaan Pemberdayaan

Industri dan Peran Serta

Masyarakat (Dokumen)

3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi,

Sinkronisasi, dan Pelaksanaan

Pemberdayaan Industri dan

Peran Serta Masyarakat

Jumlah Dokumen Evaluasi

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Industri

(Dokumen)

3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi

Terhadap Pelaksanaan

Rencana Pembangunan

Industri

Meningkatnya kualitas

perizinan berusaha sektor

perindustrian

Persentase Izin Usaha Industri

yang Diterbitkan (Persentase)

3.31.03 - PROGRAM

PENGENDALIAN IZIN USAHA

INDUSTRI

Terwujudnya proses perizinan

usaha industri yang tepat

waktu, berbasis sistem digital,

dan mendukung kepastian

berusaha serta penataan

wilayah industri sesuai

kebijakan daerah

-Jumlah dokumen hasil

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pengawasan terhadap

Perizinan Berusaha industri

dengan skala usaha Industri

Kecil dan Industri Menengah

yang berlokasi di satu

Kab./Kota sepanjang

merupakan Penanaman Modal

Dalam Negeri dan selain

bidang usaha tertentu yang

menjadi kewenangan

pemerintah pusat (Dokumen)

3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin

Usaha Industri (IUI), Izin

Perluasan Usaha Industri

(IPUI), Izin Usaha Kawasan

Industri (IUKI) dan Izin

Perluasan Kawasan Industri

(IPKI) Kewenangan

Kabupaten/Kota



NSPK DAN SASARAN

RPJMD YANG RELEVAN
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

PROGRAM / KEGIATAN /

SUBKEGIATAN

(07)

KETERANGAN

(08)

Jumlah dokumen Laporan

Verifikasi pemenuhan

persyaratan/standar kegiatan

usaha sektor perindustrian

dalam rangka penerbitan

perizinan berusaha berbasis

risiko untuk bidang usaha

sektor perindustrian dengan

tingkat risiko usaha

Menengah-TInggi dan Tinggi,

melalui SIINas yang

terintegrasi dengan Sistem

OSS RBA, bagi Penanaman

Modal Dalam Negeri (PMDN)

dengan skala usaha Industri

Kecil dan Industri Menengah,

selain bidang usaha tertentu

yang menjadi kewenangan

pemerintah pusat (Dokumen)

3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin

Usaha Industri (IUI), Izin

Perluasan Usaha Industri

(IPUI), Izin Usaha Kawasan

Industri (IUKI) dan Izin

Perluasan Kawasan Industri

(IPKI) Kewenangan

Kabupaten/Kota

-Jumlah dokumen hasil

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pengawasan terhadap

Perizinan Berusaha industri

dengan skala usaha Industri

Kecil dan Industri Menengah

yang berlokasi di satu

Kab./Kota sepanjang

merupakan Penanaman Modal

Dalam Negeri dan selain

bidang usaha tertentu yang

menjadi kewenangan

pemerintah pusat (Dokumen)

3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi

dan Sinkronisasi Pengawasan

terhadap Perizinan Berusaha

sektor perindustrian yang

menjadi kewenangan

Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen Laporan

Verifikasi pemenuhan

persyaratan/standar kegiatan

usaha sektor perindustrian

dalam rangka penerbitan

perizinan berusaha berbasis

risiko untuk bidang usaha

sektor perindustrian dengan

tingkat risiko usaha

Menengah-TInggi dan Tinggi,

melalui SIINas yang

terintegrasi dengan Sistem

OSS RBA, bagi Penanaman

Modal Dalam Negeri (PMDN)

dengan skala usaha Industri

Kecil dan Industri Menengah,

selain bidang usaha tertentu

yang menjadi kewenangan

pemerintah pusat (Dokumen)

3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi

verifikasi pemenuhan

persyaratan/standar kegiatan

usaha sektor perindustrian

dalam rangka penerbitan

perizinan berusaha berbasis

risiko melalui Sistem Informasi

Industri Nasional (SIINas) yang

terintegrasi dengan Sistem

Online Single Submission Risk

Base Approach (OSS RBA)

Meningkatnya pemanfaatan

informasi industri

Rasio Ketersediaan Informasi

Industri (Rasio)

3.31.04 - PROGRAM

PENGELOLAAN SISTEM

INFORMASI INDUSTRI

NASIONAL



NSPK DAN SASARAN

RPJMD YANG RELEVAN
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

PROGRAM / KEGIATAN /

SUBKEGIATAN

(07)

KETERANGAN

(08)

Tersedianya data dan

informasi industri yang valid,

terkini, dan dapat diakses

secara luas untuk mendukung

pengambilan keputusan dan

perencanaan pembangunan

industri

Jumlah Dokumen Hasil

Fasilitasi Pengumpulan,

Pengolahan dan Analisis Data

Industri, Data Kawasan Industri

serta Data Lain Lingkup

Kabupaten/Kota Melalui Sistem

Informasi Industri Nasional

(SIINas) (Dokumen)

3.31.04.2.01 - Penyediaan

Informasi Industri untuk

Informasi Industri untuk IUI,

IPUI, IUKI dan IPKI

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil

Fasilitasi Pengumpulan,

Pengolahan dan Analisis Data

Industri, Data Kawasan Industri

serta Data Lain Lingkup

Kabupaten/Kota Melalui Sistem

Informasi Industri Nasional

(SIINas) (Dokumen)

3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi

Pengumpulan, Pengolahan dan

Analisis Data Industri, Data

Kawasan Industri serta Data

Lain Lingkup Kabupaten/Kota

Melalui Sistem Informasi

Industri Nasional (SIINas)



TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM /

OUTCOME
INDIKATOR OUTCOME

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2026 2027 2028 2029 2030

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01) (02) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14)

PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

(15)

BASELINE

2024

(03)

2025

(04)

2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL,

DAN MENENGAH

17.391.387.000 18.463.032.000 19.018.787.000 19.485.680.000 20.054.718.000

2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

11.661.387.000 12.092.032.000 12.094.787.000 12.097.680.000 12.100.718.000

Meningkatnya capaian sasaran program
Rerata Persentase Capaian

Kinerja Program (%)
100 11.661.387.000 100 12.092.032.000 100 12.094.787.000 100 12.097.680.000 100 12.100.718.000

Dinas/Badan yang

menangani Bidang

Koperasi, Usaha Kecil,

Dan Menengah

100 100

2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN

DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
1.050.000.000 1.100.000.000 1.150.000.000 1.200.000.000 1.250.000.000

Meningkatnya pembinaan dan

pengawasan koperasi

Persentase Koperasi Aktif

(Persentase)
68,26 1.050.000.000 68,65 1.100.000.000 69,04 1.150.000.000 69,43 1.200.000.000 69,82 1.250.000.000

Dinas/Badan yang

menangani Bidang

Koperasi, Usaha Kecil,

Dan Menengah

52,01 67,87

Persentase Pengawasan dan

Pemeriksaan Koperasi

(Persentase)

18,4 22 25,7 29,44 33,12

Dinas/Badan yang

menangani Bidang

Koperasi, Usaha Kecil,

Dan Menengah

14,02 14,72

2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN

KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
90.000.000 140.000.000 190.000.000 240.000.000 290.000.000

Meningkatnya kinerja pengelolaan

koperasi

Persentase jumlah KSPU/U

SP Koperasi Sehat (%)
14,38 90.000.000 18,7 140.000.000 21,58 190.000.000 25,89 240.000.000 30,21 290.000.000

Dinas/Badan yang

menangani Bidang

Koperasi, Usaha Kecil,

Dan Menengah

8,63 10,07

2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN

DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Meningkatnya produktivitas koperasi

Persentase Koperasi yang

Diberikan Dukungan Fasilitasi

Pelatihan (Persentase)

7,36 100.000.000 11,04 100.000.000 14,72 100.000.000 18,4 100.000.000 22,08 100.000.000

Dinas/Badan yang

menangani Bidang

Koperasi, Usaha Kecil,

Dan Menengah

3,43 3,68

Persentase Meningkatnya

Koperasi yang Berkualitas

(Persentase)

33 34,23 35,46 36,68 39,14

Dinas/Badan yang

menangani Bidang

Koperasi, Usaha Kecil,

Dan Menengah

29,44 30

2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN

USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,

DAN USAHA MIKRO (UMKM)

3.590.000.000 3.911.000.000 4.134.000.000 4.368.000.000 4.704.000.000

Meningkatnya kapasitas UMKM yang

tangguh dan mandiri

Persentase penyerapan

Tenaga Kerja oleh Usaha

Mikro (%)

3,39 3.590.000.000 4,07 3.911.000.000 4,74 4.134.000.000 4,74 4.368.000.000 4,74 4.704.000.000

Dinas/Badan yang

menangani Bidang

Koperasi, Usaha Kecil,

Dan Menengah

2,03 2,71

2.17.08 - PROGRAM

PENGEMBANGAN UMKM
900.000.000 1.120.000.000 1.350.000.000 1.480.000.000 1.610.000.000

Meningkatnya daya saing UMKM

Rasio jumlah usaha mikro

terhadap total usaha yang

terdaftar OSS (Rasio)

88 900.000.000 86 1.120.000.000 84 1.350.000.000 82 1.480.000.000 80 1.610.000.000

Dinas/Badan yang

menangani Bidang

Koperasi, Usaha Kecil,

Dan Menengah

85 90

3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG PERDAGANGAN
1.708.000.000 2.500.000.000 2.600.000.000 2.550.000.000 2.450.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM /

OUTCOME
INDIKATOR OUTCOME

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2026 2027 2028 2029 2030

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01) (02) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14)

PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

(15)

BASELINE

2024

(03)

2025

(04)

3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
808.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000

Meningkatnya kualitas sarana

perdagangan dan distribusi barang

yang efisien, merata dan terintegrasi

Persentase Izin Usaha

Perdagangan yang Difasilitasi

(Persentase)

100 808.000.000 100 1.600.000.000 100 1.600.000.000 100 1.600.000.000 100 1.600.000.000

Dinas/Badan yang

menangani Bidang

Perdagangan

100 100

Presentase sarana

perdagangan yang dipelihara

(%)

100 100 100 100 100

Dinas/Badan yang

menangani Bidang

Perdagangan

100 100

3.30.04 - PROGRAM STABILISASI

HARGA BARANG KEBUTUHAN

POKOK DAN BARANG PENTING

150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000

Meningkatnya kelancaran distribusi dan

stabilitas harga barang kebutuhan

pokok dan barang penting

Indeks harga konsumen

(Indeks)
105 150.000.000 105 150.000.000 105 150.000.000 105 150.000.000 105 150.000.000

Dinas/Badan yang

menangani Bidang

Perdagangan

105,74 105

3.30.05 - PROGRAM

PENGEMBANGAN EKSPOR
100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Meningkatnya pelaku usaha yang

berorientasi ekspor
Pertumbuhan nilai ekspor (%) 3-5 100.000.000 3-5 100.000.000 3-5 100.000.000 3-5 100.000.000 3-5 100.000.000

Dinas/Badan yang

menangani Bidang

Perdagangan

-3,547 3-5

3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI

DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
650.000.000 650.000.000 750.000.000 700.000.000 600.000.000

Meningkatnya tertib niaga dan mutu

produk

Persentase Alat UTTP berterra

sah (%)
62 650.000.000 63 650.000.000 64 750.000.000 65 700.000.000 66 600.000.000

Dinas/Badan yang

menangani Bidang

Perdagangan

50 50

3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG PERINDUSTRIAN
21.322.445.000 366.039.000 368.603.000 372.121.000 374.470.000

3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN

DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
21.261.702.000 303.494.000 303.762.000 304.031.000 304.301.000

Meningkatnya realisasi pembangunan

industri

Persentase Realisasi Investasi

Sektor Industri dan Kawasan

Industri (Persentase)

50 21.261.702.000 50 303.494.000 50 303.762.000 50 304.031.000 50 304.301.000

Dinas/Badan yang

menangani Bidang

Perindustrian

45 50

3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN

IZIN USAHA INDUSTRI
31.424.000 32.356.000 33.544.000 35.225.000 36.300.000

Meningkatnya kualitas perizinan

berusaha sektor perindustrian

Persentase Izin Usaha Industri

yang Diterbitkan (Persentase)
0,5 31.424.000 0,5 32.356.000 0,5 33.544.000 0,5 35.225.000 0,5 36.300.000

Dinas/Badan yang

menangani Bidang

Perindustrian

0,4 0,5

3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN

SISTEM INFORMASI INDUSTRI

NASIONAL

29.319.000 30.189.000 31.297.000 32.865.000 33.869.000

Meningkatnya pemanfaatan informasi

industri

Rasio Ketersediaan Informasi

Industri (Rasio)
100 29.319.000 100 30.189.000 100 31.297.000 100 32.865.000 100 33.869.000

Dinas/Badan yang

menangani Bidang

Perindustrian

100 100

TOTAL KESELURUHAN 40421832000.00 21329071000.00 21987390000.00 22407801000.00 22879188000.00



TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM /

OUTCOME / KEGIATAN /

SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR OUTCOME /

OUTPUT

BASELINE

TAHUN

2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2026 2027 2028 2029 2030

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13)

PERANGKAT

DAERAH

(14)

KETERANGAN

(15)

2.17 -  URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL,

DAN MENENGAH

17.391.387.000 18.463.032.000 19.018.787.000 19.485.680.000 20.054.718.000

2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

11.661.387.000 12.092.032.000 12.094.787.000 12.097.680.000 12.100.718.000

Meningkatnya capaian sasaran program
Rerata Persentase Capaian Kinerja

Program (%)
100 100 11.661.387.000 100 12.092.032.000 100 12.094.787.000 100 12.097.680.000 100 12.100.718.000

2.17.3.30.3.31.07.00

00 - DINAS

KOPERASI, USAHA

MIKRO,

PERINDUSTRIAN

DAN

PERDAGANGAN

2.17.01.2.01 - Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

44.000.000 44.000.000 44.000.000 44.000.000 44.000.000

Jumlah seluruh dokumen perencanaan

dan monev

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah (Laporan)
10 10 44.000.000 10 44.000.000 10 44.000.000 10 44.000.000 10 44.000.000

Jumlah Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah  (Dokumen)
2 2 2 2 2 2

2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan

Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000

Tersusunnya Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah  (Dokumen)
2 2 24.000.000 2 24.000.000 2 24.000.000 2 24.000.000 2 24.000.000

2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah
20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Terlaksananya Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah (Laporan)
10 10 20.000.000 10 20.000.000 10 20.000.000 10 20.000.000 10 20.000.000

2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah
8.942.926.824 8.942.926.824 8.942.926.824 8.942.926.824 8.942.926.824

Jumlah pembayaran pemenuhan

administrasi keuangan dinas

Jumlah Orang yang Menerima Gaji

dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)
86 86 8.942.926.824 86 8.942.926.824 86 8.942.926.824 86 8.942.926.824 86 8.942.926.824

Jumlah Laporan Keuangan

Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran

SKPD dan Laporan Koordinasi

Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran

SKPD (Laporan)

20 20 20 20 20 20

2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN
8.932.944.724 8.932.944.724 8.932.944.724 8.932.944.724 8.932.944.724

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji

dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)
86 86 8.932.944.724 86 8.932.944.724 86 8.932.944.724 86 8.932.944.724 86 8.932.944.724

2.17.01.2.02.0007 - Koordinasi dan

Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

9.982.100 9.982.100 9.982.100 9.982.100 9.982.100

Tersedianya Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

dan Laporan Koordinasi Penyusunan

Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan

Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran

SKPD dan Laporan Koordinasi

Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran

SKPD (Laporan)

20 20 9.982.100 20 9.982.100 20 9.982.100 20 9.982.100 20 9.982.100



BIDANG URUSAN / PROGRAM /

OUTCOME / KEGIATAN /

SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR OUTCOME /

OUTPUT

BASELINE

TAHUN

2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2026 2027 2028 2029 2030

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13)

PERANGKAT

DAERAH

(14)

KETERANGAN

(15)

2.17.01.2.06 - Administrasi Umum

Perangkat Daerah
172.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000

Jumlah administrasi umum perangkat

daerah yang dilaksanakan

Jumlah Paket Peralatan dan

Perlengkapan Kantor yang

Disediakan (Paket)

10 10 172.000.000 20 600.000.000 20 600.000.000 20 600.000.000 20 600.000.000

Jumlah Paket Barang Cetakan dan

Penggandaan yang Disediakan

(Paket)

5 6 6 6 6 6

Jumlah Paket Bahan Logistik

Kantor yang Disediakan (Paket)
5 5 6 6 6 6

Jumlah Laporan Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD (Laporan)

35 35 50 50 50 50

Jumlah Dokumen Dukungan

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik pada SKPD

(Dokumen)

1 1 1 1 1 1

2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan

Peralatan dan Perlengkapan Kantor
40.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000

Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan

Perlengkapan Kantor yang

Disediakan (Paket)

10 10 40.000.000 20 150.000.000 20 150.000.000 20 150.000.000 20 150.000.000

2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan

Logistik Kantor
31.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Tersedianya Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik

Kantor yang Disediakan (Paket)
5 5 31.000.000 6 100.000.000 6 100.000.000 6 100.000.000 6 100.000.000

2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan
30.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000

Tersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan

Penggandaan yang Disediakan

(Paket)

5 6 30.000.000 6 150.000.000 6 150.000.000 6 150.000.000 6 150.000.000

2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
46.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD (Laporan)

35 35 46.000.000 50 150.000.000 50 150.000.000 50 150.000.000 50 150.000.000

2.17.01.2.06.0011 - Dukungan

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik pada SKPD

25.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000

Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

pada SKPD

Jumlah Dokumen Dukungan

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik pada SKPD

(Dokumen)

1 1 25.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000

2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.294.979.432 2.295.000.000 2.295.000.000 2.295.000.000 2.295.000.000

Jumlah jasa pelayanan yang terbayar

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum Kantor yang

Disediakan (Laporan)

12 5 2.294.979.432 5 2.295.000.000 5 2.295.000.000 5 2.295.000.000 5 2.295.000.000

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik yang Disediakan (Laporan)

12 8 8 8 8 8

2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik yang Disediakan (Laporan)

12 8 100.000.000 8 100.000.000 8 100.000.000 8 100.000.000 8 100.000.000

2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum Kantor
2.194.979.432 2.195.000.000 2.195.000.000 2.195.000.000 2.195.000.000
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Tersedianya Jasa Pelayanan Umum

Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum Kantor yang

Disediakan (Laporan)

12 5 2.194.979.432 5 2.195.000.000 5 2.195.000.000 5 2.195.000.000 5 2.195.000.000

2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

207.480.744 210.105.176 212.860.176 215.753.176 218.791.176

Jumlah pemeliharaan seluruh sarana

dan prasarana dinas

Jumlah Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya yang

Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

54 54 207.480.744 54 210.105.176 54 212.860.176 54 215.753.176 54 218.791.176

Jumlah Kendaraan Perorangan

Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan yang Dipelihara dan

dibayarkan Pajaknya (Unit)

50 2 2 2 2 2

2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan

155.000.000 155.000.000 155.000.000 155.000.000 155.000.000

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan

Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan yang Dipelihara dan

dibayarkan Pajaknya (Unit)

50 2 155.000.000 2 155.000.000 2 155.000.000 2 155.000.000 2 155.000.000

2.17.01.2.09.0010 -

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

52.480.744 55.105.176 57.860.176 60.753.176 63.791.176

Terlaksananya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya yang

Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

54 54 52.480.744 54 55.105.176 54 57.860.176 54 60.753.176 54 63.791.176

2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN

DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
1.050.000.000 1.100.000.000 1.150.000.000 1.200.000.000 1.250.000.000

Meningkatnya pembinaan dan

pengawasan koperasi

Persentase Pengawasan dan

Pemeriksaan Koperasi

(Persentase)

14,02 18,4 1.050.000.000 22 1.100.000.000 25,7 1.150.000.000 29,44 1.200.000.000 33,12 1.250.000.000

2.17.3.30.3.31.07.00

00 - DINAS

KOPERASI, USAHA

MIKRO,

PERINDUSTRIAN

DAN

PERDAGANGAN

Persentase Koperasi Aktif

(Persentase)
52,01 68,26 68,65 69,04 69,43 69,82

2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan

Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan

Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi

yang Wilayah Keanggotaannya dalam

Daerah Kabupaten/ Kota

1.050.000.000 1.100.000.000 1.150.000.000 1.200.000.000 1.250.000.000

Terlaksananya Peningkatan Kualitas

Tata Kelola Koperasi

Jumlah Koperasi yang telah

dilakukan Pemeriksaan dan

Pengawasan (Unit Usaha)

120 150 1.050.000.000 180 1.100.000.000 210 1.150.000.000 240 1.200.000.000 270 1.250.000.000

2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi

yang Wilayah Keanggotaannya Daerah

Kabupaten/Kota

1.050.000.000 1.100.000.000 1.150.000.000 1.200.000.000 1.250.000.000

Pelaksanaan proses  Pemeriksaan dan

Pengawasan Koperasi  yang Wilayah

Keanggotaannya Daerah Kabupaten/

Kota

Jumlah Koperasi yang telah

dilakukan Pemeriksaan dan

Pengawasan (Unit Usaha)

120 150 1.050.000.000 180 1.100.000.000 210 1.150.000.000 240 1.200.000.000 270 1.250.000.000

2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN

KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
90.000.000 140.000.000 190.000.000 240.000.000 290.000.000
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Meningkatnya kinerja pengelolaan

koperasi

Persentase jumlah KSPU/U SP

Koperasi Sehat (%)
8,63 14,38 90.000.000 18,7 140.000.000 21,58 190.000.000 25,89 240.000.000 30,21 290.000.000

2.17.3.30.3.31.07.00

00 - DINAS

KOPERASI, USAHA

MIKRO,

PERINDUSTRIAN

DAN

PERDAGANGAN

2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan

Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan

Pinjam Koperasi yang Wilayah

Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota

90.000.000 140.000.000 190.000.000 240.000.000 290.000.000

Meningkatnya jumlah koperasi simpan

pinjam yang dinyatakan sehat di tingkat

kabupaten/kota

Jumlah Unit Usaha Koperasi yang

Telah Dilakukan Penilaian

Kesehatan (Unit Usaha)

70 100 90.000.000 130 140.000.000 160 190.000.000 190 240.000.000 210 290.000.000

Jumlah Koperasi yang Diberikan

Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)
9 9 9 9 9 9

2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan

Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Kewenangan Kabupaten/Kota

30.000.000 50.000.000 70.000.000 90.000.000 110.000.000

Terlaksananya Penilaian Kesehatan

KSP/USP Koperasi Kewenangan

Kabupaten/Kota

Jumlah Unit Usaha Koperasi yang

Telah Dilakukan Penilaian

Kesehatan (Unit Usaha)

70 100 30.000.000 130 50.000.000 160 70.000.000 190 90.000.000 210 110.000.000

2.17.04.2.01.0003 - Penilaian Kesehatan

Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil

Risiko, Kinerja Keuangan, dan

Permodalan

60.000.000 90.000.000 120.000.000 150.000.000 180.000.000

Terlaksananya Penilaian Kesehatan

Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko,

Kinerja Keuangan, dan Permodalan

Jumlah Koperasi yang Diberikan

Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)
9 9 60.000.000 9 90.000.000 9 120.000.000 9 150.000.000 9 180.000.000

2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN

DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Meningkatnya produktivitas koperasi
Persentase Meningkatnya Koperasi

yang Berkualitas (Persentase)
29,44 33 100.000.000 34,23 100.000.000 35,46 100.000.000 36,68 100.000.000 39,14 100.000.000

2.17.3.30.3.31.07.00

00 - DINAS

KOPERASI, USAHA

MIKRO,

PERINDUSTRIAN

DAN

PERDAGANGAN

Persentase Koperasi yang

Diberikan Dukungan Fasilitasi

Pelatihan (Persentase)

3,43 7,36 11,04 14,72 18,4 22,08

2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan

Perlindungan Koperasi yang

Keanggotaannya dalam Daerah

Kabupaten/Kota

100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Meningkatnya koperasi yang mampu

menjalankan usaha secara berkelanjutan

di kabupaten/kota berkat program

pemberdayaan dan perlindungan

Koperasi dengan Keanggotaan

Daerah Kabupaten/Kota (Unit

Usaha)

20 30 100.000.000 30 100.000.000 30 100.000.000 30 100.000.000 30 100.000.000

Jumlah Unit Usaha yang Produktif,

Bernilai Tambah, Memiliki Akses

Pasar, Akses Pembiayaan,

Penguatan Kelembagaan,

Penataan Manajemen,

Standarisasi, dan Restrukturisasi

Usaha (Unit Usaha)

5 5 5 5 5 5

Pembinaan dan/atau

Pendampingan yang dilaksanakan

(Kelompok Masyarakat)

20 25 25 25 25 25
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2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan

Pendampingan Bagi Keluarga dan

Kelompok Masyarakat yang Akan

Membentuk Koperasi Dalam

Pengembangan Ekonomi

25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran

Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat

Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui

Kehidupan Berkoperasi Dalam

Pengembangan Ekonomi

Pembinaan dan/atau

Pendampingan yang dilaksanakan

(Kelompok Masyarakat)

20 25 25.000.000 25 25.000.000 25 25.000.000 25 25.000.000 25 25.000.000

2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan

Produktivitas, Nilai Tambah, Akses

Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan

Kelembagaan, Penataan Manajemen,

Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000

Meningkatnya Produktivitas, Nilai

Tambah, Akses Pasar, Akses

Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,

Penataan Manajemen, Standarisasi, dan

Restrukturisasi Usaha

Jumlah Unit Usaha yang Produktif,

Bernilai Tambah, Memiliki Akses

Pasar, Akses Pembiayaan,

Penguatan Kelembagaan,

Penataan Manajemen,

Standarisasi, dan Restrukturisasi

Usaha (Unit Usaha)

5 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000

2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan 

Koperasi dengan Keanggotaan Daerah

Kabupaten/Kota

25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

Peningkatan iklim usaha Koperasi

melalui aspek kelembagaan, produksi,

pemasaran, keuangan, dan inovasi

teknologi bagi Koperasi dengan

Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota

Koperasi dengan Keanggotaan

Daerah Kabupaten/Kota (Unit

Usaha)

20 30 25.000.000 30 25.000.000 30 25.000.000 30 25.000.000 30 25.000.000

2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN

USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,

DAN USAHA MIKRO (UMKM)

3.590.000.000 3.911.000.000 4.134.000.000 4.368.000.000 4.704.000.000

Meningkatnya kapasitas UMKM yang

tangguh dan mandiri

Persentase penyerapan Tenaga

Kerja oleh Usaha Mikro (%)
2,03 3,39 3.590.000.000 4,07 3.911.000.000 4,74 4.134.000.000 4,74 4.368.000.000 4,74 4.704.000.000

2.17.3.30.3.31.07.00

00 - DINAS

KOPERASI, USAHA

MIKRO,

PERINDUSTRIAN

DAN

PERDAGANGAN

2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha

Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan,

Kemitraan, Kemudahan Perizinan,

Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi

dengan Para Pemangku Kepentingan

3.590.000.000 3.911.000.000 4.134.000.000 4.368.000.000 4.704.000.000

Peningkatan kapasitas produksi,

diversifikasi produk, dan ekspansi pasar

yang mendorong pertumbuhan

pendapatan dan keberlanjutan usaha

Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata

(Unit Usaha)
1.000 60 3.590.000.000 72 3.911.000.000 87 4.134.000.000 105 4.368.000.000 126 4.704.000.000

Jumlah Unit Usaha yang Telah

Menerima Pembinaan dan

Pendampingan Terhadap Usaha

Mikro (Unit Usaha)

777 180 216 260 312 375

Jumlah Usaha Mikro yang Telah

Mendapatkan Perizinan (Unit

Usaha)

25 30 36 44 53 64

Jumlah SDM yang Memahami

Pengetahuan Usaha Mikro dan

Kewirausahaan (Orang)

751 900 1.080 1.296 1.425 1.558
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2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi

Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
30.000.000 36.000.000 44.000.000 53.000.000 64.000.000

Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan

Usaha Mikro

Jumlah Usaha Mikro yang Telah

Mendapatkan Perizinan (Unit

Usaha)

25 30 30.000.000 36 36.000.000 44 44.000.000 53 53.000.000 64 64.000.000

2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan

Kelembagaan Potensi dan

Pengembangan Usaha Mikro

40.000.000 50.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000

Terfasilitasinya Pemberdayaan

Kelembagaan Potensi dan

Pengembangan Usaha Mikro

Jumlah Unit Usaha yang Telah

Menerima Pembinaan dan

Pendampingan Terhadap Usaha

Mikro (Unit Usaha)

777 180 40.000.000 216 50.000.000 260 60.000.000 312 80.000.000 375 100.000.000

2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis

Data Usaha Mikro
20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000

Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data

Usaha Mikro

Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata

(Unit Usaha)
1.000 60 20.000.000 72 25.000.000 87 30.000.000 105 35.000.000 126 40.000.000

2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan

Pemahaman dan Pengetahuan UMKM

serta Kapasitas dan Kompetensi SDM

UMKM dan Kewirausahaan melalui

Pendidikan dan Pelatihan

3.500.000.000 3.800.000.000 4.000.000.000 4.200.000.000 4.500.000.000

Meningkatnya Pemahaman dan

Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan

Kompetensi SDM UMKM dan

Kewirausahaan

Jumlah SDM yang Memahami

Pengetahuan Usaha Mikro dan

Kewirausahaan (Orang)

751 900 3.500.000.000 1.080 3.800.000.000 1.296 4.000.000.000 1.425 4.200.000.000 1.558 4.500.000.000

2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN

UMKM
900.000.000 1.120.000.000 1.350.000.000 1.480.000.000 1.610.000.000

Meningkatnya daya saing UMKM

Rasio jumlah usaha mikro terhadap

total usaha yang terdaftar OSS

(Rasio)

85 88 900.000.000 86 1.120.000.000 84 1.350.000.000 82 1.480.000.000 80 1.610.000.000

2.17.3.30.3.31.07.00

00 - DINAS

KOPERASI, USAHA

MIKRO,

PERINDUSTRIAN

DAN

PERDAGANGAN

2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha

Mikro dengan Orientasi Peningkatan

Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

900.000.000 1.120.000.000 1.350.000.000 1.480.000.000 1.610.000.000

Peningkatan penetrasi pasar melalui

kanal distribusi baru dan pemanfaatan

platform digital untuk promosi dan

penjualan

Jumlah Usaha Mikro yang

Terfasilitasi (Unit Usaha)
75 96 900.000.000 116 1.120.000.000 140 1.350.000.000 168 1.480.000.000 202 1.610.000.000

2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan

Usaha Mikro
290.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 310.000.000

Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi

Usaha Menengah Melalui

Pendampingan, Kemitraan, Perluasan

Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi,

Pengembangan SDM, dan/Kegiatan

Lainnya

Jumlah Usaha Mikro yang

Terfasilitasi (Unit Usaha)
75 96 290.000.000 116 300.000.000 140 300.000.000 168 300.000.000 202 310.000.000

2.17.08.2.01.0005 - Fasilitasi Inkubator

Usaha Mikro
610.000.000 820.000.000 1.050.000.000 1.180.000.000 1.300.000.000

Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam

Inkubator Wirausaha

Jumlah Usaha Mikro yang

Terfasilitasi (Unit Usaha)
210 210 610.000.000 252 820.000.000 302 1.050.000.000 320 1.180.000.000 384 1.300.000.000

3.30 -  URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG PERDAGANGAN
1.708.000.000 2.500.000.000 2.600.000.000 2.550.000.000 2.450.000.000

3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
808.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000
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Meningkatnya kualitas sarana

perdagangan dan distribusi barang yang

efisien, merata dan terintegrasi

Persentase Izin Usaha

Perdagangan yang Difasilitasi

(Persentase)

100 100 808.000.000 100 1.600.000.000 100 1.600.000.000 100 1.600.000.000 100 1.600.000.000

2.17.3.30.3.31.07.00

00 - DINAS

KOPERASI, USAHA

MIKRO,

PERINDUSTRIAN

DAN

PERDAGANGAN

Presentase sarana perdagangan

yang dipelihara (%)
100 100 100 100 100 100

3.30.03.2.01 - Pembangunan dan

Pengelolaan Sarana Distribusi

Perdagangan

800.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000

Tersedianya sarana distribusi

perdagangan yang berfungsi optimal dan

dikelola secara profesional untuk

memperlancar arus barang,

meningkatkan akses pasar, serta

memperkuat ekosistem perdagangan

daerah

Jumlah Fasilitasi Pengelolaan

Sarana Distribusi Perdagangan

(Unit)

9 9 800.000.000 9 1.500.000.000 9 1.500.000.000 9 1.500.000.000 9 1.500.000.000

3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi

Pengelolaan Sarana Distribusi

Perdagangan

800.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000

Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan

Sarana Distribusi Perdagangan

Jumlah Fasilitasi Pengelolaan

Sarana Distribusi Perdagangan

(Unit)

9 9 800.000.000 9 1.500.000.000 9 1.500.000.000 9 1.500.000.000 9 1.500.000.000

3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap

Pengelola Sarana Distribusi

Perdagangan Masyarakat di Wilayah

Kerjanya

8.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Meningkatnya efektivitas dan

produktivitas distribusi barang melalui

sarana perdagangan yang terintegrasi

dengan sistem logistik nasional

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan

dan Pengendalian kepada

Pengelola Sarana Distribusi

Perdagangan (Dokumen)

1.338 2 8.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000

3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan

Pengendalian Pengelola Sarana

Distribusi Perdagangan

8.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Terlaksananya Pembinaan dan

Pengendalian kepada Pengelola Sarana

Distribusi Perdagangan

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan

dan Pengendalian kepada

Pengelola Sarana Distribusi

Perdagangan (Dokumen)

1.338 2 8.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000

3.30.04 - PROGRAM STABILISASI

HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK

DAN BARANG PENTING

150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000

Meningkatnya kelancaran distribusi dan

stabilitas harga barang kebutuhan pokok

dan barang penting

Indeks harga konsumen (Indeks) 105,74 105 150.000.000 105 150.000.000 105 150.000.000 105 150.000.000 105 150.000.000

2.17.3.30.3.31.07.00

00 - DINAS

KOPERASI, USAHA

MIKRO,

PERINDUSTRIAN

DAN

PERDAGANGAN

3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan

Stok Barang Kebutuhan Pokok dan

Barang Penting di Tingkat Pasar

Kabupaten/Kota

150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000

Terkelolanya harga dan stok barang

kebutuhan pokok serta barang penting di

pasar kabupaten/kota secara efektif dan

responsif, guna mencegah lonjakan

harga dan kelangkaan barang

Jumlah Laporan Pemantauan

Harga dan Stok Barang Kebutuhan

Pokok dan Barang Penting pada

Pasar Rakyat yang Terintegrasi

dalam Sistem Informasi

Perdagangan (Laporan)

28 28 150.000.000 28 150.000.000 28 150.000.000 28 150.000.000 28 150.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM /

OUTCOME / KEGIATAN /

SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR OUTCOME /

OUTPUT

BASELINE

TAHUN

2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2026 2027 2028 2029 2030

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13)

PERANGKAT

DAERAH

(14)

KETERANGAN

(15)

3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga

dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan

Barang Penting pada Pasar Rakyat yang

Terintegrasi dalam Sistem Informasi

Perdagangan

150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000

Tersedianya Laporan Pemantauan

Harga dan Stok Barang Kebutuhan

Pokok dan Barang Penting pada Pasar

Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem

Informasi Perdagangan

Jumlah Laporan Pemantauan

Harga dan Stok Barang Kebutuhan

Pokok dan Barang Penting pada

Pasar Rakyat yang Terintegrasi

dalam Sistem Informasi

Perdagangan (Laporan)

28 28 150.000.000 28 150.000.000 28 150.000.000 28 150.000.000 28 150.000.000

3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN

EKSPOR
100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Meningkatnya pelaku usaha yang

berorientasi ekspor
Pertumbuhan nilai ekspor (%) -3,547 3-5 100.000.000 3-5 100.000.000 3-5 100.000.000 3-5 100.000.000 3-5 100.000.000

2.17.3.30.3.31.07.00

00 - DINAS

KOPERASI, USAHA

MIKRO,

PERINDUSTRIAN

DAN

PERDAGANGAN

3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi

Dagang Melalui Pameran Dagang dan

Misi Dagang bagi Produk Ekspor

Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu)

Daerah Kabupaten/Kota

100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Terpromosikannya produk ekspor

unggulan daerah secara luas kepada

pasar nasional dan internasional melalui

penyelenggaraan pameran dagang dan

misi dagang, sehingga mendorong

peningkatan peluang transaksi ekspor

serta perluasan akses pasar

Jumlah Pelaku Usaha yang

Difasilitasi dalam Pameran Dagang

(Pelaku Usaha)

3 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000

Jumlah Pelaku Usaha yang

Difasilitasi dalam Misi Dagang

Produk Ekspor Unggulan (Pelaku

Usaha)

5 2 5 5 5 5

3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang

Nasional
50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000

Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang

Berorientasi Ekspor pada Pameran

Dagang Nasional

Jumlah Pelaku Usaha yang

Difasilitasi dalam Pameran Dagang

(Pelaku Usaha)

3 3 50.000.000 3 50.000.000 3 50.000.000 3 50.000.000 3 50.000.000

3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi

Produk Ekspor Unggulan
50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000

Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang

Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan

Misi Dagang

Jumlah Pelaku Usaha yang

Difasilitasi dalam Misi Dagang

Produk Ekspor Unggulan (Pelaku

Usaha)

5 2 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000

3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI

DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
650.000.000 650.000.000 750.000.000 700.000.000 600.000.000

Meningkatnya tertib niaga dan mutu

produk

Persentase Alat UTTP berterra sah

(%)
50 62 650.000.000 63 650.000.000 64 750.000.000 65 700.000.000 66 600.000.000

2.17.3.30.3.31.07.00

00 - DINAS

KOPERASI, USAHA

MIKRO,

PERINDUSTRIAN

DAN

PERDAGANGAN

3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi

Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan

Pengawasan

650.000.000 650.000.000 750.000.000 700.000.000 600.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM /

OUTCOME / KEGIATAN /

SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR OUTCOME /

OUTPUT

BASELINE

TAHUN

2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2026 2027 2028 2029 2030

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13)

PERANGKAT

DAERAH

(14)

KETERANGAN

(15)

Terjaganya keakuratan alat ukur, takar,

timbang, dan perlengkapan terkait

(UTTP) dalam kegiatan perdagangan

melalui pelaksanaan tera, tera ulang, dan

pengawasan metrologi legal secara

berkala, guna meningkatkan kepatuhan

pelaku usaha dan perlindungan

konsumen

Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat

Timbang, dan Alat Perlengkapan

Ditera Ulang (Unit)

3.500 3.304 650.000.000 3.360 650.000.000 3.428 750.000.000 3.480 700.000.000 3.556 600.000.000

Jumlah Pelaku Usaha di Bidang

Metrologi Legal yang Dibina

(Orang)

3.500 826 840 857 870 889

3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan

Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera

Ulang

600.000.000 600.000.000 650.000.000 600.000.000 550.000.000

Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat

Takar, Alat Timbang, dan Alat

Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang

Berlaku

Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat

Timbang, dan Alat Perlengkapan

Ditera Ulang (Unit)

3.500 3.304 600.000.000 3.360 600.000.000 3.428 650.000.000 3.480 600.000.000 3.556 550.000.000

3.30.06.2.01.0002 -

Pengawasan/Penyuluhan Metrologi

Legal 

50.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 50.000.000

Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal

yang Dibina

Jumlah Pelaku Usaha di Bidang

Metrologi Legal yang Dibina

(Orang)

3.500 826 50.000.000 840 50.000.000 857 100.000.000 870 100.000.000 889 50.000.000

3.31 -  URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG PERINDUSTRIAN
21.322.445.000 366.039.000 368.603.000 372.121.000 374.470.000

3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN

DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
21.261.702.000 303.494.000 303.762.000 304.031.000 304.301.000

Meningkatnya realisasi pembangunan

industri

Persentase Realisasi Investasi

Sektor Industri dan Kawasan

Industri (Persentase)

45 50 21.261.702.000 50 303.494.000 50 303.762.000 50 304.031.000 50 304.301.000

2.17.3.30.3.31.07.00

00 - DINAS

KOPERASI, USAHA

MIKRO,

PERINDUSTRIAN

DAN

PERDAGANGAN

3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi

Rencana Pembangunan Industri

Kabupaten/Kota

21.261.702.000 303.494.000 303.762.000 304.031.000 304.301.000

Tersusunnya dokumen Rencana

Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

(RPIK) yang berbasis data sektoral dan

potensi wilayah, serta digunakan secara

aktif sebagai acuan pembangunan

industri daerah.

Jumlah Dokumen Evaluasi

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Industri (Dokumen)

1 1 21.261.702.000 1 303.494.000 1 303.762.000 1 304.031.000 1 304.301.000

Jumlah Dokumen Rencana

Pembangunan Industri (Dokumen)
1 1 1 1 1 1

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,

Sinkronisasi, dan Pelaksanaan

Pemberdayaan Industri dan Peran

Serta Masyarakat (Dokumen)

20 20 20 20 20 20

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,

Sinkronisasi, dan pelaksanaan

Pembangunan Sumber Daya

Industri (Dokumen)

4 4 4 4 4 4

3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan

Rencana Pembangunan Industri

Kabupaten/Kota

20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Tersusunnya Rencana Pembangunan

Industri

Jumlah Dokumen Rencana

Pembangunan Industri (Dokumen)
1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM /

OUTCOME / KEGIATAN /

SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR OUTCOME /

OUTPUT

BASELINE

TAHUN

2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2026 2027 2028 2029 2030

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13)

PERANGKAT

DAERAH

(14)

KETERANGAN

(15)

3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi,

Sinkronisasi, dan Pelaksanaan

Pembangunan Sumber Daya Industri

21.130.394.294 153.494.000 153.762.000 154.031.000 154.301.000

Terselenggaranya Koordinasi,

Sinkronisasi, dan Pelaksanaan

Pembangunan Sumber Daya Industri

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,

Sinkronisasi, dan pelaksanaan

Pembangunan Sumber Daya

Industri (Dokumen)

4 4 21.130.394.294 4 153.494.000 4 153.762.000 4 154.031.000 4 154.301.000

3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi,

Sinkronisasi, dan Pelaksanaan

Pemberdayaan Industri dan Peran Serta

Masyarakat

51.307.706 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Terselenggaranya Koordinasi,

Sinkronisasi dan Pelaksanaan

Pemberdayaan Industri dan Peran Serta

Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,

Sinkronisasi, dan Pelaksanaan

Pemberdayaan Industri dan Peran

Serta Masyarakat (Dokumen)

20 20 51.307.706 20 100.000.000 20 100.000.000 20 100.000.000 20 100.000.000

3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap

Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Industri

60.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000

Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Industri

Jumlah Dokumen Evaluasi

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Industri (Dokumen)

1 1 60.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000

3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN

IZIN USAHA INDUSTRI
31.424.000 32.356.000 33.544.000 35.225.000 36.300.000

Meningkatnya kualitas perizinan

berusaha sektor perindustrian

Persentase Izin Usaha Industri

yang Diterbitkan (Persentase)
0,4 0,5 31.424.000 0,5 32.356.000 0,5 33.544.000 0,5 35.225.000 0,5 36.300.000

2.17.3.30.3.31.07.00

00 - DINAS

KOPERASI, USAHA

MIKRO,

PERINDUSTRIAN

DAN

PERDAGANGAN

3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha

Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha

Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan

Industri (IUKI) dan Izin Perluasan

Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan

Kabupaten/Kota

31.424.000 32.356.000 33.544.000 35.225.000 36.300.000

Terwujudnya proses perizinan usaha

industri yang tepat waktu, berbasis

sistem digital, dan mendukung kepastian

berusaha serta penataan wilayah industri

sesuai kebijakan daerah

Jumlah dokumen Laporan Verifikasi

pemenuhan persyaratan/standar

kegiatan usaha sektor perindustrian

dalam rangka penerbitan perizinan

berusaha berbasis risiko untuk

bidang usaha sektor perindustrian

dengan tingkat risiko usaha

Menengah-TInggi dan Tinggi,

melalui SIINas yang terintegrasi

dengan Sistem OSS RBA, bagi

Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN) dengan skala usaha

Industri Kecil dan Industri

Menengah, selain bidang usaha

tertentu yang menjadi kewenangan

pemerintah pusat (Dokumen)

7 7 31.424.000 7 32.356.000 7 33.544.000 7 35.225.000 7 36.300.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM /

OUTCOME / KEGIATAN /

SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR OUTCOME /

OUTPUT

BASELINE

TAHUN

2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2026 2027 2028 2029 2030

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13)

PERANGKAT

DAERAH

(14)

KETERANGAN

(15)

-Jumlah dokumen hasil Koordinasi

dan Sinkronisasi Pengawasan

terhadap Perizinan Berusaha

industri dengan skala usaha Industri

Kecil dan Industri Menengah yang

berlokasi di satu Kab./Kota

sepanjang merupakan Penanaman

Modal Dalam Negeri dan selain

bidang usaha tertentu yang menjadi

kewenangan pemerintah pusat

(Dokumen)

32 32 32 32 32 32

3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan terhadap

Perizinan Berusaha sektor perindustrian

yang menjadi kewenangan

Kabupaten/Kota

5.120.000 5.120.000 5.120.000 5.120.000 5.120.000

Terselenggaranya Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan terhadap

Perizinan Berusaha sektor perindustrian

dengan skala usaha Industri Kecil dan

Industri Menengah yang berlokasi di satu

Kab./Kota sepanjang merupakan

Penanaman Modal Dalam Negeri dan

selain bidang usaha tertentu yang

menjadi kewenangan pemerintah pusat

-Jumlah dokumen hasil Koordinasi

dan Sinkronisasi Pengawasan

terhadap Perizinan Berusaha

industri dengan skala usaha Industri

Kecil dan Industri Menengah yang

berlokasi di satu Kab./Kota

sepanjang merupakan Penanaman

Modal Dalam Negeri dan selain

bidang usaha tertentu yang menjadi

kewenangan pemerintah pusat

(Dokumen)

32 32 5.120.000 32 5.120.000 32 5.120.000 32 5.120.000 32 5.120.000

3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi

pemenuhan persyaratan/standar

kegiatan usaha sektor perindustrian

dalam rangka penerbitan perizinan

berusaha berbasis risiko melalui Sistem

Informasi Industri Nasional (SIINas) yang

terintegrasi dengan Sistem Online Single

Submission Risk Base Approach (OSS

RBA)

26.304.000 27.236.000 28.424.000 30.105.000 31.180.000

Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan

persyaratan/standar kegiatan usaha

sektor perindustrian dalam rangka

penerbitan perizinan berusaha berbasis

risiko untuk bidang usaha sektor

perindustrian dengan tingkat risiko usaha

Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui

SIINas yang terintegrasi dengan Sistem

OSS RBA, bagi Penanaman Modal

Dalam Negeri (PMDN) dengan skala

usaha Industri Kecil dan Industri

Menengah, selain bidang usaha tertentu

yang menjadi kewenangan pemerintah

pusat

Jumlah dokumen Laporan Verifikasi

pemenuhan persyaratan/standar

kegiatan usaha sektor perindustrian

dalam rangka penerbitan perizinan

berusaha berbasis risiko untuk

bidang usaha sektor perindustrian

dengan tingkat risiko usaha

Menengah-TInggi dan Tinggi,

melalui SIINas yang terintegrasi

dengan Sistem OSS RBA, bagi

Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN) dengan skala usaha

Industri Kecil dan Industri

Menengah, selain bidang usaha

tertentu yang menjadi kewenangan

pemerintah pusat (Dokumen)

7 7 26.304.000 7 27.236.000 7 28.424.000 7 30.105.000 7 31.180.000

3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN

SISTEM INFORMASI INDUSTRI

NASIONAL

29.319.000 30.189.000 31.297.000 32.865.000 33.869.000

Meningkatnya pemanfaatan informasi

industri

Rasio Ketersediaan Informasi

Industri (Rasio)
100 100 29.319.000 100 30.189.000 100 31.297.000 100 32.865.000 100 33.869.000

2.17.3.30.3.31.07.00

00 - DINAS

KOPERASI, USAHA

MIKRO,

PERINDUSTRIAN

DAN

PERDAGANGAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM /

OUTCOME / KEGIATAN /

SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR OUTCOME /

OUTPUT

BASELINE

TAHUN

2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2026 2027 2028 2029 2030

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13)

PERANGKAT

DAERAH

(14)

KETERANGAN

(15)

3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi

Industri untuk Informasi Industri untuk

IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan

Kabupaten/Kota

29.319.000 30.189.000 31.297.000 32.865.000 33.869.000

Tersedianya data dan informasi industri

yang valid, terkini, dan dapat diakses

secara luas untuk mendukung

pengambilan keputusan dan

perencanaan pembangunan industri

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi

Pengumpulan, Pengolahan dan

Analisis Data Industri, Data

Kawasan Industri serta Data Lain

Lingkup Kabupaten/Kota Melalui

Sistem Informasi Industri Nasional

(SIINas) (Dokumen)

1,01 1,01 29.319.000 1,01 30.189.000 1,01 31.297.000 1,01 32.865.000 1,01 33.869.000

3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi

Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis

Data Industri, Data Kawasan Industri

serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota

Melalui Sistem Informasi Industri

Nasional (SIINas)

29.319.000 30.189.000 31.297.000 32.865.000 33.869.000

Terfasilitasinya Pengumpulan,

Pengolahan dan Analisis Data Industri,

Data Kawasan Industri serta Data Lain

Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem

Informasi Industri Nasional (SIINas)

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi

Pengumpulan, Pengolahan dan

Analisis Data Industri, Data

Kawasan Industri serta Data Lain

Lingkup Kabupaten/Kota Melalui

Sistem Informasi Industri Nasional

(SIINas) (Dokumen)

1,01 1,01 29.319.000 1,01 30.189.000 1,01 31.297.000 1,01 32.865.000 1,01 33.869.000



TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH

RANCANGAN AKHIR

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NO INDIKATOR SATUAN
2026 2027 2028

(01) (02) (03) (06) (07) (08)

2029

(09)

TARGET TAHUN

2030
KETERANGAN

(10) (11)

BASELINE 2024

(04)

2025

(05)

2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I ASPEK DAYA SAING DAERAH

1
Pertumbuhan nilai ekspor % 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5-3,547 3-5

2
Persentase Koperasi Aktif Persentase 68,26 68,65 69,04 69,43 69,8252,01 67,87

3 Persentase penyerapan Tenaga Kerja oleh

Usaha Mikro
% 3,39 4,07 4,74 4,74 4,742,03 2,71

4 Persentase Meningkatnya Koperasi yang

Berkualitas
Persentase 33 34,23 35,46 36,68 39,1429,44 30

5 Persentase jumlah KSPU/U SP Koperasi

Sehat
% 14,38 18,7 21,58 25,89 30,218,63 10,07

6 Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan

Koperasi
Persentase 18,4 22 25,7 29,44 33,1214,02 14,72

7
Indeks harga konsumen Indeks 105 105 105 105 105105,74 105

8 Persentase Realisasi Investasi Sektor

Industri dan Kawasan Industri
Persentase 50 50 50 50 5045 50

II ASPEK PELAYANAN UMUM

1
Rasio Ketersediaan Informasi Industri Rasio 100 100 100 100 100100 100

2 Rerata Persentase Capaian Kinerja

Program
% 100 100 100 100 100100 100

3 Rasio jumlah usaha mikro terhadap total

usaha yang terdaftar OSS
Rasio 88 86 84 82 8085 90

4 Persentase Izin Usaha Perdagangan yang

Difasilitasi
Persentase 100 100 100 100 100100 100

5 Presentase sarana perdagangan yang

dipelihara
% 100 100 100 100 100100 100

6 Persentase Izin Usaha Industri yang

Diterbitkan
Persentase 0,5 0,5 0,5 0,5 0,50,4 0,5

7 Persentase Koperasi yang Diberikan

Dukungan Fasilitasi Pelatihan
Persentase 7,36 11,04 14,72 18,4 22,083,43 3,68

8
Persentase Alat UTTP berterra sah % 62 63 64 65 6650 50



TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NO INDIKATOR SATUAN
2026 2027 2028

(01) (02) (03) (06) (07) (08)

2029

(09)

TARGET TAHUN

2030
KETERANGAN

(10) (11)

2025

(05)

BASELINE TAHUN

2024

(04)

1. 2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS

KOPERASI, USAHA MIKRO,

PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

2. Indeks Pemerintah Digital Angka 1.79-2.10 1.89-2.25 1.99-2.39 2.09-2.54 2.19-2.684.37-4,32

3. Nilai Akuntabilitas Instansi

Pemerintahan

Angka 81,2 81,5 81,8 82,1 82,480,980,62

4. Indeks Sistem Merit Angka 330 345 360 375 390315310,5

5. Indeks Pelayanan Publik Angka 2,51 2,75 3,01 3,25 3,512,251,66

6. Rasio Net Ekspor % 10.80-12.00 10.84-12.20 10.87-12.40 10.91-12.60 10.94-12.8010.77-11.8010,51

7. Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal % 30-40 35-45 40-50 45-55 50-6025-3513,52

8. Rasio gini Angka 0.303-0.343 0.295-0.335 0.287-0.327 0.279-0.319 0.271-0.3110.311-0.3510,33

9. Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur % 50.42-51.60 50.54-52.00 50.65-52.40 50.77-52.80 50.88-53.2050.32-51.2050,39

10. Pertumbuhan Koperasi aktif % 2,05 2,24 2,31 2,48 2,751,848,96

11. Pertumbuhan Usaha Mikro % 0,72 0,77 0,89 0,97 1,050,6333,81

12. Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan % 3,46 3,47 3,47 3,47 3,523,254,09

13. Pertumbuhan IKM % 1,3 1,3 1,3 1,3 1,31,31,14


